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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikana.
merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten
dan masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa:
.bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kutaib.
Kartanegara telah diatur dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 tahun 2010
tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, namun dalam
perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian sejalan
dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan tuntutan pembangunan sehingga perlu
dilakukan perubahan,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem
Penyelenggaran Pendidikan,
.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik1
Indonesia Tahun 1945:

.Undang-UndangNomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan2.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang - Undang
(Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem3.
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Negara Nomor 4301),

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan4.
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586):



5.
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14,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar6
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5670),
.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang7.
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4769):

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib8
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863),
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864):
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4941),
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157),
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016Nomor114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887),



Menetapkan

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 8 Tahun 2016,
tentang Pemetaan Kewenangan Urusan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016
Nomor 72),

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73 )

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH '” TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

PasalI
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15) diubah, sebagai
berikut:

1. Ketentuan angka 4 di hapus diantara angka 32 dan angka
33 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yaitu 32a, sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah

Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis
Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang
bertanggungjawab di bidang pendidikan.

8. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli
pendidikan.
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Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas
sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli
pendidikan.
Masyarakat adalah kelompok warga non pemerintah
yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang
pendidikan.
Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang,
kelompok orang, atau organisasi yang memiliki
kepentingan dan/atau kepedulian terhadap
pendidikan.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Pendidikan daerah adalah pendidikan yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar
pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia
dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Sistem penyelenggaraan pendidikan adalah proses
pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan
sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara, masyarakat, dan satuan
pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai
dengan tujuan pendidikan nasional.

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang
penyelenggaraan pendidikan.
Pendidik adalah tenaga kependidikan yang
berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar,
widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan
lan yang sesuai dengan kekhususannya, serta
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama
adalah perjanjian tertulis antara Tenaga kependidikan
dengan penyelenggara pendidikan atau satuan
pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak
dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan
dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja
adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan
kerja bersama Tenaga kependidikan karena sesuatu
hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan
kewajiban antara Tenaga kependidikan dan
penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang
disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola
pendidikan.
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Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya
keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan
pengelolaan pendidikan.
Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari
dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai
kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat
berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai
standar nasional pendidikan secara teratur dan
berkelanjutan.
Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atas
pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau
satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara
berkala sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru dalam
bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas
keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip
penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan
martabat guru sebagai pendidik profesional.
Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta
didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu
proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan
pendidikan.
Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang
ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta
didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang
dikembangkan.
Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan
pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan
pendidikan.
Satuan pendidikan adalah kelompok layanan
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada
jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap
jenjang dan jenis pendidikan.
Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang
terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan
dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar
pendidikan formal yang dapatdilaksanakan secara
terstruktur dan berjenjang.
Pendidikan informal adalahjalurpendidikankeluarga
dan lingkungan.
Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir
sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan
melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani
dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam
memasuki pendidikan lebih lanjut.
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jalur pendidikan formal yang melanda dijenjang
pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada
satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan
Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat
serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan
pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah
Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau
bentuk lain yang sederajat.
Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta
didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya
menggunakan berbagai sumber belajar melalui
teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.

Pendidikan berbasis masyarakat adalah
penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan
agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi
masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh,
dan untuk masyarakat.
Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal
tentang system pendidikan di seluruh wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi
kemampuan lulusan yang mencakup sikap,
pengetahuan, dan keterampilan.
Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan,
keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki,
dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan
tugas keprofesionalan.
Standarisi adalah ruang lingkup materi dan tingkat
kompetensi yang dituangkan dalam criteria tentang
kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian,
kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran
yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang
dan jenis pendidikan tertentu.
Standar proses adalah standar nasional pendidikan
yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran
pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar
kompetensi lulusan.
Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah
kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik
maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional
pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal
tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat
beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja,
tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi,
serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk
menunjang proses pembelajaran, termasuk
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
Standar pengelolaan adalah standar nasional
pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan
pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota,
provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
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Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur
komponen dan besarnya biaya operasi satuan
pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional
pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme,
prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar
peserta didik.

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang
harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas
tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran
serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk
mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk
dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum
tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap
satuan pendidikan.
Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah
kurikulum operasional yang disusun oleh dan
dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
Peserta didik adalah anggota masyarakat yang
berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses
pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan
jenis pendidikan tertentu.
Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan
informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar
peserta didik.

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik
dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar.
Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian,
penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap
berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur,
jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk
pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk
mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara
berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk
memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar
peserta didik.

Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk
mengukur pencapaian kompetensi peserta didik
sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau
penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang
dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber
penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian,
kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar
mutu atau norma tertentu serta memerlukan
pendidikan profesi.
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Kualifikasi akademi adalah hijazah jenjang pendidikan
akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan
jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat
penugasan.
Sertifikasia dalah proses pemberian sertifikat pendidik
untuk guru dan pengawas satuan pendidikan.
Sertifikat pendidik dan pengawas satuan pendidikan
adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan
kepada guru sebagai tenaga profesional.
Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang
berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru
untuk mengembangkan profesionalitas guru.
Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolokukur
minimal kinerja sistem pendidikan yang mencakup
masukan, proses, hasil, keluaran, dan manfaat
pendidikan.
Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan
program dalam satuan pendidikan berdasarkan
kriteria yang telah ditetapkan.
Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang
dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang
meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana,
sarana, dan prasarana.
Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada
jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang
pendidikan menegah, yang diselenggarakan pada
satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan
madrasah ibtidiyah atau bentuk lain yang sederajat
serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan
pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah
menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau
bentuk lain yang sederajat

Ketentuan ayat (2) huruf b, c dan f Pasal 10 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

(4)

(2)

Pasal 10

Pemerintah daerah berhak mengarahkan,
membimbing, membantu, dan mengawasi
penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah Daerah berkewajiban :

a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan,
membimbing dan mengawasi penyelenggaraan
pendidikan,

b. menetapkan standar kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini
dan satuan pendidikan dasar,

c. menetapkan standar pelayanan minimal dalam
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan dasar,

d.memberikan layanan dan kemudahan, serta
menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga
masyarakat tanpa diskriminasi,



e. menyediakan dana guna penuntasan wajib belajar 9

f.

tahun,
menyediakan dana guna terselenggaranya wajib
belajar khususnya bagi peserta didik dari keluarga
tidak mampu dan anak terlantar,

. pemberian beasiswa atas prestasi atau kecerdasan&
yang dimiliki peserta didik:
.memberikan kesempatan seluas-luasnya kepadah
warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan,
memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik
dan tenaga kependidikan yang professional, sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi untuk menjamin terselenggaranya
pendidikan yang bermutu,

. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagijJ
masyarakat, sekurang-kurangnya satu di setiap
rukun warga (RW):
.mendorong dan mengawasi pelaksanaan kegiatank.
jam wajib belajar peserta didik di rumah,
mendorong pelaksanaan budaya bacaan dan budaya
belajar,
membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga
kependidikan pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah,
dan masyarakat,
.menumbuh kembangkan sumber daya pendidikann.
secara terus menerus untuk terselenggaranya
pendidikan yang bermutu,

. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembanganO.
ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung
pendidikan yang bermutu,
.memberikan dukungan kepada perguruan tinggiP.
dalam rangka kerja sama pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi,
.memberikan dukungan personal, financial dan9.
perlengkapan kepada perguruan tinggi,

. menumbuh kembangkan motivasi, memberikanr.
stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang
kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan,dan

. mendorong dunia usaha / dunia industri untuk
berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan
dan peningkatan mutu pendidikan.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

Pasal 11

Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan
kemudahan, serta menjamin terselenggaranya
pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara
tanpa diskriminasi.
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(2) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana
guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga
negara yang berusia enam sampai dengan lima belas
tahun.

(3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap
keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi warga
masyarakat yang tidak mampu.

Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non
formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan
memperkaya.

(2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan
dasar.

(3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum,
kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan
khusus.

Ketentuan huruf c Pasal 14 dihapus, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 14

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 13 yang diselenggarakan Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, dapat
diwujudkan dalam bentuk :

. Pendidikan anak usia dini,
. Pendidikan dasar,
di hapus,

. pendidikan non formal,
pendidikan informal,
pendidikan bertaraf internasional atau berbasis unggulan
daerah,

. pendidikan khusus dan layanan khusus,
. pendidikan jarak jauh, dan/atau

i. pendidikan keagamaan.

H
O

O
p

"»
Ya

Ketentuan Pasal 27 Di Hapus.
Ketentuan Pasal 28 Di Hapus.
Ketentuan Pasal 29 Di Hapus.
Ketentuan Pasal 30 Di Hapus.
Ketentuan Pasal 31 Di Hapus.
Ketentuan Pasal 32 Di Hapus.
Ketentuan Pasal 33 Di Hapus.
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Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 51 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51
(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-

kurangnya satu pada satuan pendidikan dasar untuk
dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf
internasional.



14.

15.

(2)

(3)

(4)

Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-
kurangnya lima pada satuan pendidikan dasar untuk
dikembangkan menjadi pendidikan berbasis
keunggulan daerah.

Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan
pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan
berbasis keunggulan daerah.
Pemerintah Daerah membimbing dan membantu
masyarakat dalam penyelenggaraan dan
pengembangan satuan pendidikan bertaraf
internasional dan berbasis keunggulan daerah.

Ketentuan ayat (3) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

@

(S)

(6)

(7)

(8)

Pasal 54
Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus
diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal,
nonformal dan informal.
Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang
memiliki kendala fisik, emosional, mental, sosial
berbentuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dan/atau kelas
inklusif sesuai dengan jenjang masing-masing.
Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang
memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa
dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan SD/MI,
SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus
bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan
dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk kelas khusus
dan/atau satuan pendidikan khusus.
Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang
memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa
dapat berupa program percepatan, program
pengayaan, atau gabungan program percepatan dan
program pengayaan.
Pendidikan khusus dan layanan khusus nonformal
berbentuk lembaga kursus, kelompok belajar, lembaga
pelatihan serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
Pendidikan khusus dan layanan khusus informal
berbentuk pendidikan keluarga dan lingkungan.
Jenis pendidikan khusus dan layanan khusus
sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa
pendidikan umum, kejuruan, keagamaan dan khusus.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 67 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 67

Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan
dasar ditetapkan oleh Pemerintah.



16.

17.

13.

(2) Kurikulum pendidikan dasar dikembangkan sesuai
dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan
pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah
koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor
departemen agama kabupaten untuk pendidikan
dasar.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 70 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 70

Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan
pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan
pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan
Pemerintah Daerah, dilakukan Bupati dengan
memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan
kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan
pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan
pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan
masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan
pendidikan yang bersangkutan, dengan
memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengangkatan tenaga pendidik berstatus bukan
pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan oleh
pemerintah daerah dan/atau penyelenggara
pendidikan (Dinas pendidikan)dengan
mempertimbangkan kebutuhan pendidik.
Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan
pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
tidak boleh diskriminasi.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 71 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(4)

(2)

Pasal 71

Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada
satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan
Pemerintah Daerah dilakukan Bupati atas usulan
Kepala Dinas Pendidikan.

Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada
satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan
masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan
pendidikan yang bersangkutan.

Ketentuan ayat (1) Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
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20.

21.

(1)

(2)

Pasal 72
Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan
yang kedudukannya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada
satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan
Pemerintah Daerah dilaksanakan Kepala Dinas.
Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam
rangka pembinaan karier dan peningkatan pendidikan

Ketentuan ayat (1) Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 75
Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga
kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang
diselenggarakan pemerintah dan/atau masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, meliputi
pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan
jabatan, didasarkan pada prestasi kerja dan disiplin.
Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga
kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk meningkatkan atau mengembangkan
kemampuan dan profesionalisme.

Ketentuan ayat (2) Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 76
Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga
kependidikan, yang kedudukannya sebagai Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga
kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang
diselenggarakan Pemerintah Daerah yang
kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS),
dilaksanakan Kepala Dinas.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 77 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 77
Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan
pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan
Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Kepala
Dinas.
Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan
pada satuan pendidikan pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang
diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab
penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
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22.

23.

24.

Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 79
Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang
kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS), pada
satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan
pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah
Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 80 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan
pendidikan nonformal yang diselenggarakan
masyarakat yang kedudukannya bukan Pegawai Negeri
Sipil (Non-PNS), berhak memperoleh penghasilan
diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan
kesejahteraan sosial didasarkan pada perjanjian
tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan
pendidikan dengan pendidik dan/atau tenaga
kependidikan bersangkutan.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi
tunjangan fungsional kepada pendidik pada satuan
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan
pendidikan nonformal yang diselenggarakan
masyarakat.

(3) Dunia usaha dan dunia industri dapat membantu
kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada
satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan
pemerintah daerah dan masyarakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan
pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 84, 85 dan 86 diatur dengan
peraturan Bupati.

Ketentuan ayat (1), (2) dan (3) Pasal 86 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

(1) Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah pada
satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
dan kepala PKBM yang diselenggarakan Pemerintah
Daerah, dilakukan oleh Kepala Dinas.

(2) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Madrasah
pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar dan yang diselenggarakan Departemen Agama,
dilakukan Kepala KantorWilayah Departemen Agama.



25.

26.

(3) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah
/Madrasah pada satuan pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, dan satuan pendidikan non formal
yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan
penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 87 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 87

Kepala Sekolah/Madrasah dalam melaksanakan tugas
dan tanggungjawab, pada satuan pendidikan dasar
dan pendidikan menengah dibantu Wakil Kepala
Sekolah.

Kepala sekolah/Madrasah/PKBM bertanggung jawab
atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan,
administrasai, membina pendidid dan tenaga
kependidikan, mendayagunakan serta memelihara
sarana dan prasarana pendidikan.
Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM bertanggungjawab
atas pelaksanaan program wajib belajar pada satuan
pendidikan yang dipimpinnya.

Kepala sekolah/Madrasah/PKBM mendorong
terlaksananya jam wajib belajar di luar jam sekolah
dan budaya membaca bagi peserta didik.

Kepala sekolah/madrsah/PKBM melaporkan tugas
dan tanggungjawab secara periodik kepada Kepala
Dinas atau Kanwil Departemen Agama.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata
cara pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab kepala sekolah/madrasah/PKBM
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan
peraturan Bupati.

(6)

Ketentuan ayat (2) Pasal 93 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 93
Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan
prasarana dan sarana pada penyelenggara satuan
pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/dan
atau penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola
oleh Departemen Agama.
Bupati menetapkan standar prasarana dan sarana
minimal pada satuan pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, dan pendidikan informal sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.



27. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai

28.

29.

berikut:

Pasal 96

Penghapusan prasarana dan sarana pendidikan pada
satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan
pendidikan non formal yang diselenggarakan pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ayat (2) Pasal 99 di hapus, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 99

(1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan
berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan
keberlanjutan.

(2) Di Hapus.
(3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf b dan hurufi Pasal 105 di
ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

(1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing,
mensupervisi, mengawasi, mengoordinasikan,
memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan,
penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang
pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan
dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan
nasional.

(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab :

a. Menyelenggarakan sekurang-kurangnya Pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan formal,
pendidikan bertaraf internasional dan berbasis
keunggulan daerah, pendidikan khusus dan
pendidikan layanan khusus,

b. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia
dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal,
pendidikan bertaraf internasional berbasis
keunggulan daerah, pendidikan khusus dan
pendidikan layanan khusus,

c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan,
pembinaan, pengembangan pendidik dan tenaga
kependidikan, untuk pendidikan formal, non formal
dan informal yang diselenggarakan Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat,



d. membantu penyelenggaraan pendidikan di wilayah
perbatasan,

e. menuntaskan program wajib belajar pendidikan
dasar sembilan tahun:

f. menuntaskan program buta aksara:
g. mendorong percepatan pencapaian target nasional

bidang pendidikan di daerah,
h. mengkoordinasikan dan supervisi pengembangan
kurikulum pendidikan,

i. mengevaluasi penyelenggara dan pengelola satuan
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan
jalur pendidikan nonformal untuk pengendalian dan
penjaminan mutu pendidikan,dan

j. mengembangkan dan melestarikan pendidikan seni
budaya daerah Kutai Kartanegara.

30. Ketentuan ayat (1) Pasal 106 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

31.

(1)

(2)

(3)

Pasal 106

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penjaminan
mutu satuan pendidikan dan/atau program
pendidikan, dengan berpedoman pada kebijakan
nasional bidang pendidikan, standar nasional
pendidikan dan pedoman penjaminan mutu yang
diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
Pemerintah Daerah melaksanakan akreditasi terhadap
satuan pendidikan dan/atau program pendidikan pada
jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap
jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Untuk melaksanakan akreditasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk badan
akreditasi Kabupaten untuk pendidikan formal dan
pendidikan non formal

Ketentuan ayat (1) Pasal 107 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(4)

(2)

Pasal 107

Pemerintah Daerah mengembangkan dan
melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah
secara online dan kompatible dengan sistem informasi
pendidikan nasional yang dikembangkan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi
pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan
program pendidikan.



(3)

(4)

Pemerintah daerah mendorong satuan pendidikan
untuk mengembangkan dan melaksanakan Sistem
Informasi Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menunjang
pengambilan keputusan, kebijakan pendidikan yang
dilakukan pemerintah daerah dan dapat diakses oleh
pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.

32. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 108 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 108
Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan
formal dan/atau badan hukum penyelenggara
pendidikan non formal bertanggung jawab terhadap
satuan dan/atau program pendidikan yang
diselenggarakan.
Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

a. menjamin ketersediaan sumber daya pendidikan
secara teratur dan berkelanjutan bagi
terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai
dengan standar nasional pendidikan,

b. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta
didik yang memenuhi syarat sampai batas daya
tampung satuan pendidikan,

c. mensupervisi dan membantu satuan dan/atau
program pendidikan yang diselenggarakannya dalam
melakukan penjaminan mutu, dengan berpedoman
pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar
nasional pendidikan, dan pedoman penjaminan
mutu yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan,

d. memfasilitasi akreditasi satuan dan/atau program
pendidikan oleh badan akreditasi sekolah/madrasah
tingkat nasional/kabupaten atau Badan Akreditasi
Nasional Pendidikan Non Formal dan/atau Lembaga
Akreditasi lain yang diakui pemerintah,

e. tanggung jawab lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-perundangan,dan

f. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan
pendidikan dan tenaga kependidikan yang berada di
bawah binaan pengelola.

33. Ketentuan ayat (1) Pasal 110 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

Pasal 110

Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, dan
dasar dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan
minimal dengan prinsip manajemen berbasis
sekolah/madrasah.



34.

35.

(2)

(3)

(4)

Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikembangkan oleh Badan Standar
Nasional Pendidikan (BSNP)
manejemen berbasis sekolah/madrasah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip
kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan
akuntabilitas.
Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan
minimal dan manajemen berbasis sekolah/madrasah
mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional
dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

Ketentuan ayat (4) Pasal 111 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

Pasal 111
Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi
peran serta perseorangan, kelompok, keluarga,
organisasi profesi, pengusaha dan organisasi
kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan,
dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
Peran serta masyarakat sebagaimana disebut dalam
ayat (1), dapat sebagai sumber, pelaksana, dan
pengguna hasil pendidikan.
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan
pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu
pelayanan pendidikan dimaksud pada ayat (1)
mencakup partisipasi dalam perencanaan,
pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang
dilaksanakan melalui dewan pendidikan propinsi dan
kotamadya/kabupaten dan komite sekolah/madrasah
atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan
nonformal.
Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu
pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan ayat (1), (2) dan (3) Pasal 118 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 118

Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan Non Formal
atau nama lain yang sejenis merupakan wadah peran
serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan
pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan
evaluasi program pendidikan pada satuan pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non
formal.



36.

37.

38.

(2) Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan Non Formal
atau nama lain yang sejenis berperan memberikan
pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, prasarana
dan sarana serta pengawasan penyelenggaraan
pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, dan pendidikan non formal

(3) Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan Non Formal
atau nama lain yang sejenis sebagaimana disebut pada
ayat (1) pada pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, dan bersifat mandiri dan tidak mempunyai
hubungan hirarkis dengan Pemerintah, pemerintah
daerah atau dewan pendidikan.

(4) Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan Non Formal
atau nama lain yang sejenis dapat terdiri dari satu di
satuan pendidikan atau satu di beberapa satuan
pendidikan dalam jenjang yang sama atau satu di
beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang
pada lokasi yang berdekatan atau satuan pendidikan
yang dikelola oleh satu penyelenggaraan pendidikan.

Ketentuan ayat (1) Pasal 127 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 127

(1) Penambahan dan penggabungan satuan pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, dan/atau program
keahlian pada pendidikan menengah kejuruan, dan
pendidikan non formal dilakukan setelah memenuhi
persyaratan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur
penambahan dan penggabungan satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.

Ketentuan ayat (1) Pasal 128 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 128

(1) Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan
pendidikan nonformal yang diselenggarakan
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang tidak
memenuhi persyaratan dapat ditutup.

(2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
ayat (1) yang telah ditutup dilarang melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penutupan
satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan ayat (1) Pasal 136 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 136

(1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, dan pendidikan non formal wajib melakukan
penjaminan mutu pendidikan.



(2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi atau
melampaui standar nasional pendidikan.

(3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan secara bertahap, sistematis,
dan terencana dalam suatu program penjaminan yang
memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

39. Ketentuan Pasal 137 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 137
Bupati berkewajiban melakukan pembinaan penjaminan
mutu satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, dan pendidikan non formal serta dapat
bekerjasama dengan lembaga penjamin mutu pendidikan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 17 Juni 2019
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd
EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 18 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd
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